KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 226

TENTANG
PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH [BTIDAIYAH SWASTA MIS SYAKIRA BARUMUN

DESA JANJI LOBL, KECAHATAN BARUMUN, KABUPATEN PADANG MWAS

Menimbung

Mengingat

DB.NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINS! SUMATERA UTARA,

a. buhwa dalam rangks pelakssnaan ketentuan Pasal § ayst (2}
Peraturan  Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
vadmw?cndﬂﬂnummah.peﬁummbmmw

operastonal terhodsp Madrasalh Swasta di lingkungan  Kantor
‘Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utars;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutia, perlu momberikan kesempatan masyarakat melalu
organisasi berbadan hukum untuk menvelenguarakan madrasal
sesual dengan standar nasional pendidikan;

¢. bahwa Madrasah yang tercantum dalem Lampimn Keputusin al
telah memenuhi Wm administratif, toknis, dan keloyakan

vang telsh ditetaplan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagatmanns dimaksud dalam
huruf a, b dan © di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepaly
Kantor Wiluysh Kementerian Agama Provinsi Sumaters Utmra
tentang  Pemberinn  lzin Opcmbml Pendirian  Madrasah
Ibtidaiyah Swasta Mis Syakira = Barumun Dess Janji  Lobi,
Kecamatan Bammun. Kabupalen Padanghm

L. Undang-Undang  Nomor 20 Tehun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional [Lembaran Negamnepuhnk Indonesin Tabhun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 4301}

2 Undmg-Undnng Nowor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Desen
|Lembarsn Negiua R&publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157
Tambahan Lembaran Ncgam chdhm: Indonesia Nomnr 4586).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standuy
Nasional Peodidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesis
Nomor 4496) schagaimana telah diubah dengan Persturan
Pomeriniah Nomoe 32 Tabun 2013 tentang Perubahan atas.
mmmnm;qmmOSummw



-—

4, Peraturan Pemerintah Noemor 47 Tahun 2008 temtang Wajib
Belajur Pendidikan Dasar [Lemburan Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambshan Lembaran Negora Republike
Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan [Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembarun Negara Republik [ndonesia
Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
[Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);

7. Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggarsan Pendidilkan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 351501 scbagaimana telah diubab
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggarsan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 5157);

8. Pernfuran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prazarana Untuk Sckolah Dasar/Madrasah
Ihtidatyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tearawiyah,
dan Sekolah Menengnh Atas/Madrasah Mlyah.

9. Peraturan Menteri Pendidilan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
teptang  Stamdar  Pelayanan  Minima!  Pendidiken  di
Kabupaten/Kota sebagalmana telsh diubah menjadl Peraturasd
Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nomor 23 Tahun 2003
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pondidikan Nassonal
Nomor 15 Tahun 2000 tentunyg Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di- lhbupﬂcn/ Kota;

10, Peraturan Menteri Agama Nemor 2 Tahun 2012 tentang Pengnwas
Madmahdm?cnpm?mdﬂnmmmm&lmbh
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 206)
“scbagaimana telsh dluball dengen Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama lslum pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor ﬁul.

11 Peraturan Menten Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerjn Instansi Vertikal Kementerian Apama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

12, Pernturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenpggaran Pendidikan Madrassh |Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubshan Atas Peraturan Menten Agama Nomer 90 Tahun 2013

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indanesia Tahun 2015 Nomor 1733}



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

IBTIDAIYAH SWASTA MIS SYAKIRA BARUMUN DESA JANJI

LOBI, KECAMATAN BARUMUN, KABUPATEN PADANG
LAWAS,
Memberikan izin operastonal pendisian madrasab  kepada

Madrasah sebagaimana tercantum dalam  Lampiran  yang
merapakan bagian tidak terpisalikan don Keputusan ini

Setelah janghka woaktu 7 tahun, Kepala Modrasah  yang
Lersamtkutan wajity;

a. Menyvampaikan laporan perkembangan Madrasah kepaca
Kepala Kantor Kemonterian Agama yang memuat poding
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarona
prassrana, dan pelakasnaan pemenuban standar pendidile
dan tenaga kependidikan: dan fatau

b. Mengajukan pendafiaran visitasi alreditns
sckolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai  ketentuan
peraturan perundang-undangan. ;

Dalam bal perieembangan Madrasah sebagaimuena dimoksud

dulam Diktum KEDUA hurdf a dinilal memenuhi standar

pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan  dan /otou
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA hurul

b mendapat permglut minimal C, maks xin operasional

sebogaimana dimaksud dajam Diktum KESATU tetap berdaku.

Datam hal perkembangan Madrasah schagaimans dimaksud
dalam Diktum KEDUA huraf a dinllal memenuhl standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimann dimaksud Diktum KEDUA hura!
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimnksud dalom Dilctum KESATU dicabut

Keputusan inl mulai berfaku pada tangeal ditetapkan,

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 6 Maret 2019










